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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHL'N 200

TENTANG
RETRABUSE TEMPAT KHUSUS PARK(R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

8 bahws Rewdmsi Tewpat Khusus Purkir merupaksn jenbs retribusi

bart f Kabupaten Jepsm, srhingga dijpandang perls memberkan
Dasw Hularm isbim pelaksnnnan pemungutan retribusinys.

b. bahwu sehubungan maked tescbut burul s, per ditetapkam
dergan Peraturan Duereh

. Undanp-undang Nomor 11 tshon 1950 tentang Pembentukan
Daera bdaersh  Kshupstenn Dalam Linglangan Prig bsi Jaws

tengeh;

2 Undmguredeng Nomor 8 Tahun 198] fteotang Fulamm Acars
Pidana (Lembarun Negurs Toben 1981 Nomor %6, Tum babisn
Lembaran Negarn Nomor 3209);

3. Undang-undsng Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lsiu Lintes dun
Anglatian Jotan  (Lembaran Negsrn  Tahon 1992 Nomor 49,
Twmbahwn Lembarnn Negara Nomor 480);

4. Undangumdang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajsk Dreuh dan
Retribiml Dasrsh  (Lembaran Negws Tobun 1997 Nomor 41,
Tambshon 1embaren Negarn Nomor 3685)

5 Undangundang Nomer 22 Tahun B9 feiitung  Pemerintahon
Dacroh | Negars Tanhun 1999 Nomaor 60 tam bahapn
Lembaran Newars Nomor 318W).

6 Undmgendeng Nowor 25 Tshun 1999 tntang Pertimbangan
Keusngsn Antarn Pemerintah Puosat don Daersh  (Lembaran

Negarw Tehun 1999 Nomor 72, Tumbalmn Lembaran Negarn
Nomor J848);

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tabun 1997 tentang Retribusi

Dacraly (Lembarmi Negwrz Tshun 1997 Nomor 35, Fambaban
Lemburan Negars Nowmor 3691);

4 Kgutussn.......




% Krputman Menteri Dalsm Negeri Nomor 174 Tahin 1997 temang
Fedoman Tats Cara Perounguten Retribus] Deeraby;

10. Kepurhmen Menteri Dalam Negeed Noemor 175 Tshun 1997 tentang
Tats Carn Pemerikaaan d Bidang Retriintsi Duerah;

1. Keputussy Menterl Dulam Negerl Noator 19 Tabum 1998 tentag
Rusng Lingkop dan Jemb-Jenh Retrbusi Dagab Tingkst 1 dan
Deerah Tinghst TE

11. Persturan Dasah Kabupaten Jepars Nomor & Tahun 1990 tentang
Penyidk Fegawal Negerl Sipll df Linglamgan Prmserintah
Kabiupsien Jeparn;

_ Dengan Persetojusn
Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Kabupaten Jepars.

MENUTUSKAN :

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BABI
KETENTUAN LIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacarab inl yang dimaksid dengan :

Daersh adaiah Kabupaten Jeparu;

Pemerintah Demah adakh Pemerintah Kabupaten Jeparn;

Bupatl adalah Bupatl Jepara;

Pejubat mdalah Pegawni ymg diberi tugss tertemtu dibidang

Retribusi Duaersh sesusl Peraturan Perundapg-undangan

yang berlakr

e. Parkir adalah Leadaan tidak bergernk sustn kendmraan
bermotor yang bernifiat zementars;

(. Tempat Khusus Parkir adalabh Tempat Khusus Parkir yang
disedinkan, dimilild den atay dikelola oléh  Pemerintah
Daeral

g Retrbusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnys dise but
Retribusi Daerah adalah pembayarsn siay  pelayvanan
penyedinan tempat khusus parkir yang disediskmn, dimiliki
dan atmy dikelola olch Pemerintah Daerah;

h. Wajllb Retribusi adalali Orang Pribadl asiaun Badan yang
menurut  Persturan  Perundang-undangan yang berisku
diwajibkan untuk melakukan psithayaran retribusi.

. Badan adalah suati bentuk baden usahs ysmg mellputi
perseromn terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya
badan ussha millk negara atsu dserah dengan nama dan dalam
beptuk mpapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
kopernsl, yaynsan stsy organbyasi atau sejels, lembags dame
pensitn, bentok usahe tetep serta bentuk nsahs latnnys;
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J. Retribusi  Jass Usaha adalwh Retribusi atas jexa  yang
disedinkan Pemerintah  Dwerah deogan  mengunul  prinsip
komersial;

k Tands Pembaysran Retrjbusi Daerah yung selanjuinya
disingkat TPRD adaiah tands sebagsl bukti pembayaran atas
pelayanas parkir ditempat khusus parkdr:

L Swst Keterangan Reiribiusi Daerash yaug selanjutnya disinglat
SKRD sdaleh Surat Keputusan yang menentukan bessrnys
fumlah refribos| terhutang:

m Surst Taglhan Retribusl Daerah yang selsmjutnyn dising kat
STRD adalzh sural untuk melakokap tmgihan retribusl dan
alau sapial administrasi berups bungs dan steu dends.

BAB 1[I
NAMA, OBYEK, SUBY EK DAN WAJIB RETRIAUSI DAERAH
Pasal 2
Dengan namo  Retribusi  Tempet  Khusus Parkir, dipungut
retyibusl atos penalician tempat khusus parkir.
Pusal 3
Obyek Retribusi Duersh  wdaish pemekalen  fasitkss  tempat
khuauns parkir.,

Pasal 4

(1) Subvek Retribusi Daerah ndalsh orang pribadi atmi badan
yung mengguinkan failies Tempal Klusus Parkdr

(2) Wajib Retribusi Dacrxh sdalah orang pribadi atay bsdan yang
diwalibkan melukukan pembayaran atss penggunasa tempat
khusns parklr,

BARB IT]
GUOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Golongan  Retribusl Tempat Kbusus Parkir termasuk dalam
golongen retribusi [ses naghp




BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Taghat penggunazn jexa Retribusi Tempat Khusus Parldr diukur
berdasarian jenis kendaraan dan wakin pemakajan

BAB ¥V

PRINEIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinslp penetapan dun struktur besarmyn tardp retribusi sdabah
berdasarkan pada tyjuan coiuk memperoleh keuntungmn ywng

luyak sehagal penggantl blsva pengad am, pemetiharann,
kebersihan dan  peny¢lenggurasn

BAB V]
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal §
Struktur bessrnya reiribusi ditetaplan sebagsl berlkot:

& Kendarsan bermotor roda dus sebesar Rp. 300 (Tiga Ratos
Ruplah) untuk tga jam pertama dan untuk sctisp Jam
berikutnys dike uakan tenbshan Rp. 100,- (Seratys Rupliah);

b. Kendwraan betmotor roda emnpat sebesar Rp 600,- (Enam

ratus Rupiah) untuk tiga jam pertama dah untuk sellap jum
berlkutnya dike oaoan tan bahwn Rp. 200,- (Dua Ratus Ruplah);

¢ Keodaraan bermotor rods enam sehesar Hp  1000.
{Seribu Ruplab) untuk tiga jam pestamns dan untuk setlap jum
berikutuys dikenakan tambaban Rp. 300~ (Tign Ratus
Rupiah);

d. Kepdarssn bermotnr berxin bih dari enam  sebasar
Rp. 1.000,- {(Dua Ribu Rupiah) untuk lga jam pertaroa dmo
untok setinp jam berlkuinyn dikenakan tambahan Rp. 600,

(Enam Ratms Rupiah)




BAB VTI
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retrbusi Da¢rnh dipungut diwilnynb deersh tempat pelaysoan
Jusu dan Masilitas tempat khoses parkls

BAB VII1

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusl dipungut dengan mepggunakan SKRD ats1 dokumen
isln yang dipersamakan,

BAB X

TATA CARA PEMBAY ARAN DAN PENYETORAN

Panal 1}

(1) Pembsyasran Retribuasl Dasrah  yang terutang bwrus
ditunas! askaligus dim uks;

() Penyetorash Retrbusi Daerah dlakukan di kas deerah
atay tempat lain yang ditunjuk sesuml waldo
ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen
vang dipersamakan;

) Dalam hal pembsyaran dilakukan ditempnt fain vang
ditunjuk, maks hesi pemerimasn Retribusi Daersh harus
disetor ke kas deersh selambat-lambainya 1x 24 jam stm:
talam waktu yang ditentuln oléh Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PENATAAN LOKASI
FPasal 12
1) Lokasi tempat-tempat khuss parkdr ditetapkan oleh
Bupatl;

(1) Pengelolaan tempst khunus  parkir  sebagaimans
dimaksud ayat {1) dilakukan ofeh Instansl yang dhunjuk;

(3) Peortapan ...




(3) Peuetapan  tempat-tempat khusus  parklr  harus
memperhatikan :
& Reacama Tata Ruang Wilaysh (RTRW);
b. Kesclamatan dan kelancaran lalu lintas;
¢. Kebersihan dan keindahan lingkungan;

d  Kemudahan begl pengguna jasa.

Pgaaal 13
(1) Setip kendarsan bermotor yang diparkir ditempat
kbusus parkir mematuhi semus tanda-tanda/petunjuk
parkir yang tlerpasang dan petunjuk ysng diberikan oleh
petugas packin;
(@ Setsp kendaraan dilarang parkir diluar batas-bates
tempat parkir yang telab ditentukan.
BABR X1
PELAKSANAAN DAN PENCAWASAN
Pasal 14

Pelaksanaan dan pengawasan ates Persturan Dacrah inj
dilskukan olkh Instansi yang ditunjuk cleh Bupatt
BAB XTI
KETENTLAN PIDANA
Pasal 15
(I} Wajlb Retribusl yang tidsk melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan kevangan daerah disncam pidana
urungan pakng lama 6 (enam) bulan stau denda paling
banysk 4 (empat) kalt retribusi terutang;
(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada syt (1)
adalah pefanggaran.
BAB XN
PENYIDIKAN
Pasal 16
(t) Pejabat Pegawal Negerl Sipil tertentw dillngkurgan
Pemerintah Kabupaten Jepuran diberi wewenang khusus
sebagal penyidik untuk melakuksn penyidikan tindak
pidana dibldang retribusi dserak;

{2)Wewenang ...




1) Wewenang penyidik sebagalmans dimaksud ayst (1)
ad alah:

a. Menerima, imencarl, mengum pulkan dan meneliti
keterangan atau isporzn berkensan dengan tindak
pidann dibldang retribusl dsernh agar keterangan
stm: laporan tersebut menjadi lengkap dsn jelns;

b. Mepeliti, mencarli dan mengumpulkan keterangan
mengenal orsng pribadi atms  baden  teptung
kebenmran perbuatan yang dilakokan sehubungan
dengan tind sk pideana Retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan behan buldl darl orang
pribadl atay bedan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Dwerah;

d Memeriksa  buMu.buku,  catatan-catatan  dan
dokumen-dokumen Iain berkenaan dengan Undak
pidcana Retribusi Daerak;

e. Melakulan penggeledahan  untuk  mendapatkan
bahan bukti pembukusn, pencatstan dan dokumen-
dokumen Inin serin melakukan penyltazn terhadsp
baban bukt terse but;

f Meminta bantuan ¢eosgs  ahll dalam  rangha
pelaksansan tugas  penyidiken  tndak pldans
Betribhusi Daernh;

E Menyuruh berhent), melzrang ESeOTang
meninggalkan  rumngan  wtay  tempatl  pads  saxt
pemeriksann sedang  berlapgaung dan  memerikss
deniites orang dan atan dokumen yang dibawa
sehagaimans malsud huruf s

h. Memotret seseorang yang berkaktan dengan tindak
pidann Retribund Daerab;

Il. Momanggll arang untuk didengar keterangannya dan
diperilaa sebagai (erxangka atau salo;

} Menghentikan pen yldlkan,

k Melakulan tindsksn iy  yang periu  untuk
keisacaran penyidikan tindsk pideas dibidang
Retribuxi Dmerah mepurut hukum ysng dapat
dipertanggungjawabkan.

() Penyldk sebagaimana dimaksud ayal (1)

memberitahykan dimulainya penyidikan dan
penysmpsian hasll penyidikan kepads pesuniut umum,
sesual dengan Letenlusn yang distur daam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acara
Pidana

BABXIY ...




BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Hal-hel vang belusn dintur dalam Peraturan Daeraly inl sepanjang
mengens!l pelaksansannya, akan diatur lebih Janjut oleh Bupati

Pasal 18
Peraturan Daerah inf mulai berisiu pada tanggal divsdanghkan
Agar supsya setiap ormng dapal mengetahuinya, memerintshksn

pengundonpsn Peraturan Daerah inl dengsn penempatannyz
dalam Lembaran Daernh Kabupaten Jepara

IDttmpiun & Jeparn
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